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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Problematika Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Muara Enim. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu
Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standarisasi
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di
Kabupaten Muara Enim dan Apa saja Problematika yang Dihadapi Kabupaten Muara Enim
Dalam Penerapan Pelayanan Publik. Pernelitian ini merupakan penelitian normatif dengan
menggunakan Pendckatan Empiris, metode penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat
hukum dalam artian nyata dan meneliti baggaimana bekerjanya hukum di lingkungan
masyarakat. Permasalahan Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim yang memasuki Zona
Merah pada tahun 2018 sebagaimana dilaporkan oleh Ombudsman Republik indonesia
Provinsi Sumatera Selatan dengan memperoleh nilai 44,17, hingga pada akhirnya Kabupaten
Muara Enim mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Taimn 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tabun 2013 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelavanan
Publik Kabupaten Muara Enim. Pelayznan Publik yang sebelurnya memasuki Zona Merah
dan menjadi Zona Hijau setelzh Peraturan Daerah tersehut mendapatkan Perubahan. Pensbahan
tersebut menjadi suatu alasan terjadinya standarisasi vang sebelumnya buruk menjadi lebih
baik maka dari itu Penerapan atas Peraturan Daerah tersebt meniadikan peningkatan kualitas
Pelayanan Publik di Kabupates Muarg Baim. Sejatings Pelayanen Publik merapakan suatu
elemen yang sangat penting delam penyelenggarasn pemeriniaban, sehingga penerapan
Peraturan Daerah tersebut haruslah di implementesikan sepenshnya oieh seluruh penyedia
Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Erinm.

Kata Kunci : Problematika, Pelayanan Puablik, Mu:srs Enim.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dalam konsepsi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan amanat yang ada didalam konstitusi bahwa susunan pemerintahan Indonesia
terbagi atas pemerintah dan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah menjalankan
rumah tangganya sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan. Desentralisasi sendiri dimaknai sebagai suatu bentuk penyerahan
urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
Desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada
daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain
dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan
bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan
dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan
kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.> Desentralisasi pada hakikatnya bertujuan untuk mempercepat peningkatan
kualitas pelayanan publik.?

Pelayanan publik (Public Service) di Indonesia dianggap memiliki suatu kesamaan
arti dengan istilah pelayanan umum atau yang lebih dikenal dengan pelayanan masyarakat.
Oleh sebab itulah ketiga istilah tersebut dapat dipergunakan bersamaan dan tidak terlalu
memiliki perbedaan yang mendasar.* Pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang
menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik, yang berasal
dari terminologi asing atau dalam bahasa Inggris (Public), terdapat beberapa pengertian,
yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat dan negara.
Sedangkan dalam pengertian negara salah satunya adalah public authorities (otoritas
negara), public building (bangunan negara), public revenue (penerimaan negara) dan public

! Kaho, Josep Riwo, 2011. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi
Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. Jakarta : Raja Grafindo Persada. him 14.

2 Penejelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal.

3 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

4 Agus Purwanto, 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Yogyakarta:
Gava Media. HIm 9.



sector (sektor negara). Sehingga dalam hal ini, pelayanan publik merujuk pada pengertian
masyarakat atau umum.®

Pelayanan merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia sebagaimana
halnya dengan barang. Salah satu yang membedakannya dengan barang adalah sebagai
suatu produk yang Intangible, pelayanan memiliki dimensi yang berbeda dengan barang
yang bersifat Tangible. Produk akhir pelayanan sangat tergantung dari proses interaksi yang
terjadi antara layanan dengan konsumen.®

Pelayanan publik merupakan elemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pelayanan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai pelayanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah. Sederhananya juga Pelayanan publik secara ringkas bisa
diartikan sebagai layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya baik
secara langsung maupun secara tidak langsung (yaitu lewat pembiayaan penyediaan
layanan yang diselenggarakan oleh pihak swasta).” Mahmudi berpendapat bahwa
pelayanan publik ialah segala macam kegiatan yang berbentuk pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
publik dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.®

Pelayanan Publik pada hakikatnya ialah suatu “kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.®

Pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya. Pelayanan publik juga harus mengacu dan
didukung oleh Undang-Undang atau regulasi yang berlaku sehingga dapat menjadi acuan
dalam penyelenggarannya. Selain pihak dari pemerintah yang menjadi penyelenggara

pelayanan publik, dimungkinkan pula pelayanan publik diselenggaran oleh pihak non
pemerintah, seperti swasta atau masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan membantah

®J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka
Sinar Harapan. HIm 1095.

8 Vincent Gasperz, 2001. Total Quality Management. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. HIm
241.

" Putra, Fadhilla, 2012. New Public Governance. Malang: UB Press. HIm 24,

8 Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. Yogyakarta: YKPN. HIm 22.

9 Pasal 1 ayat (1) ketentuan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



bahwa peran pemerintah begitu penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi
masyarakatnya.*®

Pada tahun 2019 lalu Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan
masuk dalam zona merah dalam hal pelayanan publik Hal itu terungkap dari hasil penilaian
Ombusdman Republik Indonesia pada Tahun 2018, tentang kepatuhan terhadap Standard
Pelayanan Publik, menurt penilaian ombudsman Kabupaten Muara Enim memperoleh nilai

44,17 dan masuk dalam Zona Merah.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa masih rendahnya Kepatuhan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim terhadap Implementasi Standar Pelayanan Publik dalam berbagai
bentuk diantaranya ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu
pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan belum adanya pengelolaan
pengaduan. Kondisi seperti ini dapat berdampak pada Pelayanan Publik yang buruk, serta
potensi perilaku koruptif bahkan mengakibatkan menurunnya kewibawaan Pemerintah.!!
Namun pada awal tahun 2020 ini, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, dalam
paparannya menyampaikan bahwa kualitas pelayanan publik Pemkab Muara Enim sudah
baik, yaitu dari rentang indeks kepuasan zona merah sekarang di tahun 2020 telah masuk
ke zona hijau hal tersebut memperlihatkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik
oleh pemerintah kabupaten muara enim yang tadinya masuk kedalam zona merah hingga
pada akhirnya masuk ke Zona Hijau untuk penyediaan pelayanan publik.'? Perbaikan
penyediaan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
dilakukan antara lain dengan melakukan perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2013 Tentang Standarisasi Penyelenggaran Pelayanan Publik Menjadi Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik. maka dari
itu penulis ingin melihat apa saja problematika yang dihadapi Pemerintah Kabupaten
Muara Enim dalam memberikan pelayanan publik serta pengaruh perubahan perda tentang
standarisasi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pelayanan publik di Kabupaten
Muara Enim. Sejatinya pelayanan publik memiliki lingkup yang luas dikarenakan
pelayanan publik merupakan suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh negara.
Namun, penulis hanya fokus mengenai pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Muara Enim.

10 Reny Tri Jayanti “ Pelayanan Publik dalam Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”
https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-
governance/89698/, diakses pada 08 Agustus 2020, pukul 14:32 wib.

1 Reza  Pahlawan” Pelayanan publik muara enim masuk zona merah”
http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/duh-pelayanan-publik-di-muaraenim-masuk-
zona-merah.html, diakses pada 29 September 2020, pukul 11:07 wib.

12 Tobari “Muara Enim Masuk zona Hijau Pelayanan publik”
http://infopublik.id/kategori/nusantara/465524/muara-enim-zona-hijau-indeks-kepuasan-pelayanan-publik,
29 September 2020, Pukul 11:35 wib.



https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/
https://faktualnews.co/2018/07/22/pelayanan-publik-dalam-pemerintahan-yang-baik-good-governance/89698/
http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/duh-pelayanan-publik-di-muaraenim-masuk-zona-merah.html
http://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/duh-pelayanan-publik-di-muaraenim-masuk-zona-merah.html
http://infopublik.id/kategori/nusantara/465524/muara-enim-zona-hijau-indeks-kepuasan-pelayanan-publik

Atas dasar beberapa kententuan yang telah penulis jabarkan tersebut diatas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul
“PROBLEMATIKA PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MUARA ENIM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan
Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Muara Enim ?

2. Apasaja Problematika Yang Dihadapi Kabupaten Muara Enim Dalam Penerapan

Pelayanan Publik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Standarisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terhadap

Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kabupaten Muara Enim.

2. Untuk Menganalisis Apasaja Problematika Yang Dihadapi Kabupaten Muara

Enim Dalam Penerapan Pelayanan Publik .



D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengejnai seberapa penting dan

berpengaruhkah kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Muara Enim terhadap

kepuasan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan pengetahuan kepada para pembaca mengenai adakah pengaruh
peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat
terhadap instansi yang melakukan peningkatan tersebut.

b. Secara praktis ditujukan untuk dapat memberikan masukan terhadap instansi
pemerintahan untuk dapat memberikan kualitas pelayanan terbaik terhadap
masyarakat melalui mekanisme peningkatan kualitas pelayanan publik.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan Publik sejatinya merupakan suatu elemen yang sangat penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan pemerintahan daerah.
Dalam perkembangannya Pelayanan publik sendiri secara sederhana sering dipahami oleh
berbagai pihak sebagai suatu bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah
kepada masyarakat. Dengan demikian semua barang dan jasa yang diselenggarakan oleh
pemerintah disebut sebagai pelayanan publik.'®* Penyelenggaraan Pelayanan Publik
merupakan salah satu upaya dari pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan, sebagaimana
yang menjadi tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan
fungsi dari administrasi negara. Dengan kata lain, pelayanan publik adalah salah satu

13 Dwiyanto, Agus, 2015. Manajemen Pelayan Publik, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
Him 14.



konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara.'* Sejatinya
pelayanan oleh pemerintah (government service) dapat dimaknai sebagai “the delivery of a
service by a government agency using its own employees” atau dengan kata lain dapat
dimaknai bahwa Pelayanan Publik merupakan suatu pemberian pelayanan kepada
masyarakat atau warga negara yang dilakukan oleh agen pemerintah melalui pegawainya.*

2. Teori Efektivitas Hukum

Hani Handoko menyatakan bahwa Efektivitas dapat dimaknai sebagai suatu
hubungan antara output dengan tujuan, sehingga semakin besar kontribusi (sumbangan)
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau
kegiatan. Efektivitas berorientasi pada hasil (income), program, atau kegiatan yang dinilai
efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.'® Lain
halnya dengan Supriyono, ia menyatakan bahwa Efektivitas ialah suatu hubungan antara
keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, yang dalam hal
ini semakin besar konstribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian
sasaran tersebut, maka akan dapat dikatakan efektif pula unit-unit tersebut.r” Efektivitas
sendiri memiliki kaitan yang erat dengan pelayanan publik dalam hal suatu proses
administrasi hal tersebut dikarenakan efektivitas menjadi suatu elemen yang sangat penting
untuk mengukur jalannya suatu mekanisme pelayanan publik dengan baik. Apabila suatu
pelayanan publik belum belum optimal dan belum mendapatkan nilai yang baik berupa
kepuasan masyarakat maka dapat dikatakan bahwa suatu pelayanan publik tersebut belum
efektif dan harus dilakukan peningkatan.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku
adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada
timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum
terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas
penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif,
maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi
dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan
kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.'8

F. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan beserta pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas, dan juga

agar dapat menjadi lebih konkrit. Maka penulis akan memberikan batasan terhadap

4 Ridwan H.R, 2006. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada. HIm 35.

15 Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. kedua. YKPN: Yogyakarta. HIm 22.

16 Hani Handoko, Evektivitas Organisasi, Jakarta: Erlangga 2001. HIm 12.

17 Supriyono, 2000, Sistem Pengendalian Manajemen. Semarang: UD. 2000. HIm 29.

18 Soerjono Soekanto, 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo.
HIm110.



permasalahan dan pembahasannya, yaitu hanya yang berkaitan dengan Pelayanan Publik
di Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim adalah salah satu kota tertua yang pada
awalnya sangat luas meliputi Kota Prabumulih dan Kabupaten PALI yang saat ini telah
memisahkan diri menjadi daerah otonomi sendiri. Penulis memfokuskan penelitian skripsi
ini pada pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Muara Enim saja.
G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa
gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam
gejala bersangkutan.'® Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Hukum Normatif.
Penelitian hukum ini menganalisa pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
normatif (Kodifikasi, Undang-Undang, atau Kontrak) in action pada setiap peristiwa
hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan diperdalam dengan pendekatan empiris.

2. Pendekatan Penelitian

19 Soerjono Soekanto, 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
Him 43.



Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan

pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan empiris. Metode

pendekatan penelitian hukum ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Pendekatan penelitian

hukum ini didasarkan atas penelitian hukum yang berdasarkan atas fakta-fakta yang ada

didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.?°

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang
artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan.

Dengan demikian maka penulis dalam menggunakan bahan hukum primer
mengacu pada perundang-undangan nasional Indonesia yang berlaku, seperti:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
c¢. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

e. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas Dan

Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Hlm 22.

20 Syharsimi Arikunto, 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: Rineka.

Zbid.



f. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang bersisi penjelasan atas
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku
administrasi negara, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan
dengan penelitian ini.
4. Teknik Inventarisasi Bahan Hukum
Inventarisasi bahan penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini
sendiri ialah studi kepustakaan (library research), dengan cara mengkaji dan juga
mempelajari dengan cara menyelusuri sumber-sumber keperpustakaan yang berkaitan
dengan Perundang-undangan, buku atau literatur serta buku-buku ilmiah, makalah, jurnal
dan surat kabar serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan

permasalahan yang dibahas oleh penulis.??
5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis setelah proses pengumpulan bahan
hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya penulis akan mengidentifikasi, mengolah dan
juga menganalisis, kemudian akan menyusun dalam suatu bentuk karya dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal tersebut dikarenakan sebagian sumber

bahan hukum yang penulis gunakan hanya menggunakan bahan hukum sekunder dan

22 Peter Mahmud Marzuki, 2012. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Pranadamedia Group.
him 35.



tersier, yang terdiri dari beberapa bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder

beserta bahan hukum tersier.23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang
disusun sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal
tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya
telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil
analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat umum dan juga dihubungkan
dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat

menjawab permasalahan dalam skripsi ini.?*

Zbid.-
24 S, Hadi, 2001. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi. HIm 27.
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